
 

BUPATI PASER 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASER 
NOMOR 56 TAHUN 2019 

TENTANG  

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASER, 

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 8 Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Menyatakan bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan Biaya 
Penunjang Operasional. 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan 
Wakil Bupati. 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 
tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820);    

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 5679); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4029); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG 
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

2. Bupati adalah Bupati Paser. 

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser. 

4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan 
tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

BAB II 

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  

Pasal 2  

Besarnya biaya penunjang operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser  sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 3 

Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk :  

a. Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil   Bupati diberikan setiap 
bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;dan 

b. Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan untuk: 

1. Koordinasi dan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; 
2. Operasional pengamanan;dan 
3. Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati 

dan Wakil Bupati. 

Pasal 4  

Prosentase pembagian  belanja penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil 
Bupati adalah sebagai berikut  : 

a. Biaya penunjang operasional Bupati sebesar 60% (enam puluh perseratus) 
dari keseluruhan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;dan 



b. Biaya penunjang operasional Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh 
perseratus) dari keseluruhan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil 
Bupati. 

Pasal 5 

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 6  

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  Paser. 

 
Ditetapkan di Tana Paser 
pada tanggal 2 September 2019 

BUPATI PASER, 

 

 

YUSRIANSYAH SYARKAWI 

Diundang di Tana Paser 
pada tanggal 2 September 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, 

 

 

  KATSUL WIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN  PASER  TAHUN 2019  NOMOR  56 

 

 

 

 

 


